BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang
melibatkan aktivitas terorganisir. Baik itu yang diselenggarakan oleh lembaga-
lembaga pemerintah maupun swasta. Tujuannya adalah untuk mencegah,
mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial yang
terjadi dalam lingkungan masyarakat. Dan didalamnya terdapat peningkatan
kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat. Penjelasan diatas mengandung
pengertian bahwa masalah kesejahteraan sosial tidak bisa ditangani oleh sepihak
dan tanpa teroganisir secara jelas.

Sejalan dengan itu kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan yang
dirumuskan pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang
ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan sosial ialah suatu
tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi
oleh rasa keselamatan, . kesusilaan ' dan - ketentraman; lahir batin, yang
memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan
kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi
diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta
kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

Rumusan di atas menggambarkan kesejahteraan sosial sebagai suatu
keadaan dimana digambarkan secara ideal adalah suatu tatanan (tata kehidupan).

Dan didalamnya meliputi kehidupan material maupun spiritual, dengan tidak



menempatkan satu aspek lebih penting dari lainnya. Akan tetapi lebih mencoba
melihat pada upaya mendapatkan titik keseimbangan. Titik keseimbangan adalah
keseimbangan antara aspek jasmaniah dan rohaniah, ataupun keseimbangan antara
aspek material dan spiritual .

Mimpi tentang negara kesejahteraan merupakan harapan yang rasional
karena warga negara yang tinggal di negara tersebut memiliki hidup yang
sejahtera dan bahagia. Di antara sekian banyak negara kesejahteraan yang berada
di kawasan Eropa, Amerika, dan Australia. Negara yang dianggap paling berhasil
menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakatnya adalah Denmark dan Swedia.
Model negara kesejahteraan yang dipraktikkan Denmark dan Swedia merupakan
wajah negara kesejahteraan yang paling ideal.

Dalam waktu dekat, Indonesia belum akan mampu mewujudkan mimpi
menjadi negara kesejahteraan seperti yang dipraktikkan di kedua negara tersebut.
Karena perbedaan kondisi ekonomi, politik-ideologi, dan latar belakang
kelembangaan dalam distribusi kesejahteraan. Problem yang paling sederhana, di
aspek ekonomi misalnya,. kapasitas finansial. Indonesia. masih sangat terbatas.
Termasuk dalam membiayai program kesejahteraan yang mencakup jaminan
kesehatan, pension, tunjangan penggangguran untuk semua warga negara.

Dalam pembiayaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan, pemerintah hanya mampu menanggung biaya untuk pegawai negeri,
tentara, dan rumah tangga miskin. Pegawai swasta dan pekerja sektor informal

tidak miskin tidak ditanggung pemerintah. Keterbatasan kapasitas finansial ini

L Adi Fahrudin, Pengantar Kesejateraan Sosial, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003),
h. 46



bertambah rumit karena pemerintah mengalami defisit anggaran. Defisit anggaran
terjadi karena kesalahan manajemen kepesertaan dalam program BPJS Kesehatan.

Isu politik juga problematik, selama ini belum terlihat ada kesamaan
pemikiran atau kedekatan pandangan ideologis mengenai kesejahteraan. Diantara
partai politik dengan petani dan buruh sehingga belum ada gerakan politik yang
kuat yang mampu mendorong terciptanya kebijakan sosial. Yang dimana
kebijakan tersebut berpihak pada kesejahteraan semua lapisan masyarakat,
terutama petani dan buruh. Sebagai negara yang masih dalam tahap berkembang,
Indonesia masih terus melakukan pembangunan dalam segala sektor.

Hal tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat
di negara Indonesia, dimana sesuai dengan pasal 33 UUD 1945, yang diantaranya
adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Di pasal 33 UUD 1945 tersebut
didalamnya berupa membangun masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sosial.
Pembangunan yang dilakukan tidak hanya menyangkut peningkatan dan
pertumbuhan ekonomi tetapi pembangunan juga harus ditunjukan untuk
kesejahteraan masyarakat.

Khususnya perhatian lebih pada masyarakat yang kurang beruntung atau
masyarakat yang kurang mampu. Karena pada dasarnya mereka yang kurang
beruntung, dan masyarakat yang ekonominya berada di bawah kemiskinan.
Mereka selalu mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan mereka yang
memiliki ekonomi yang baik. Mereka selalu dikesampingkan dan selalu
mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Untuk itu perlu adanya peran pemerintah

berupa perlindungan sosial.



Kondisi sosial yang dialami masyarakat terlebih lagi selalu mengalami
perubahan disetiap waktunya. Perubahan sosial yang secara dinamis
menyebabkan penanganan masalah sosial ini harus direncanakan dengan matang
dan berkesinambungan. Karena masalah sosial akan selalu ada dan muncul selama
pemerintahan masih berjalan dan kehidupan manusia masih ada.?

Karena pada dasarnya masyarakat tentunya menginginkan untuk
mendapatkan kesejahteraan sesuai dengan kata-kata dalam undang-undang
tersebut. Dengan munculnya penyandang masalah kesejahteraan sosial di
lingkungan suatu kota. Maka akan memberi peluang adanya gangguan keamanan
yang akan berdampak pula pada sektor pembangunan. Hal tersebut terjadi karena
adanya perpindahan masyarakat atau arus urbanisasi. pembangunan yang tidak
merata antara daerah kota dan desa mengakibatkan tingginya dorongan penduduk
desa untuk pindah ke daerah perkotaan.

Perpindahan masyarakat dari desa ke kota dimaksudkan untuk merubah
nasib®. Lahan pertanian yang semakin lama semakin sempit mengakibatkan
tingginya tingkat pengangguran di; desa. Pada akhirnya mereka berlomba-lomba
untuk pindah dan mengadu nasib di daearah perkotaan. Tapi sayangnya, mereka

tidak membekali diri mereka sendiri dengan pendidikan dan keterampilan yang

2 Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat, Kajian Strategis
Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009),
h.3

3 Mathis. Robert L dan Jackson. John H, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Salemba
Empat, 2001), h. 67



memadai. Sehingga keadaan ini akan menambah tenaga yang tidak produktif di
kota.*

Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka bekerja apa saja
asalkan mendapatkan uang. Termasuk dalam hal ini adalah pekerjaan mengharap
belas kasih orang lain denan meminta-minta (mengemis). Untuk menekan biaya
pengeluaran, mereka memanfaatkan kolong jembatan, pinggiran rel kereta api,
emperan toko dan lain sebagainya. Dalam hal ini mereka mencari tempat tinggal
dengan mengabaikan berbagai aspek sosial dan aspek keamanan. Menjadi
penyandang masalah kesejahteraan sosial tidak menutup kemungkinan bahwa
mereka berkeluarga dan mempertahankan diri.

Kota Bandung merupakan salah satu kota besar yang ada di Indonesia.
Kota Bandung mempunyai daya tarik kepada para pendatang untuk bekerja
disana. Semakin banyakanya pendatang yang datang dan lahan pekerjaan sedikit,
membuat pengangguran akan semakin banyak. Dan hal tersebut pada akhirnya
mengakibatkan tingkat kemiskinan yang tinggi. semakin tingginya tingkat
kemiskinan di suatu daerah..Maka tentu akan mengakibatkan semakin banyak
tingkat penyandang masalah kesejahteraan sosial di suatu kota.

Kota Bandung adalah sebuah kota besar, kota Bandung merupakan Ibu
Kota Provinsi Jawa Barat yang menjadi daerah padat penduduk yang tentunya
memiliki jumlah Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tinggi. Bahkan
untuk tahun 2016 terhitung terdapat 766 pengemis, 618 gelandangan, 2.162 anak

jalanan dan 3.487 wanita rawan sosial ekonomi yang masuk dalam data Dinas

4 Soehartono, Metode Penelitian Sosial : Suatu Teknik Penelitian Kesejahteraan Sosial Dan
llmu Sosial Lainnya, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 45.



Sosial Kota Bandung.® Karena merupakan ibu kota provinsi Jawa Barat dan
merupakan daerah penghubung antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa membuat
Kota Bandung merupakan tujuan bagi banyak masyarakat pendatang untuk
bergantung hidup selain dari Kota Jakarta.®

Penyandang masalah kesejahteraan sosial sendiri tentu menjadi beban bagi
suatu daerah tersebut, mengakibatkan lingkungan kota menjadi kotor. Mereka
biasanya yang menjadi Penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota
Bandung, akan ditampung di Dinas Sosial Pusat Kesejahteraan sosial yang
terletak di Derwati. Derwati sendiri merupakan kelurahan Rancacili, Daerah
Gedebage, Bandung Timur, Kota Bandung. Daerah tersebut merupakan kawasan
Pusat Kesejahteraan Sosial. Dimana didalamnya terdapat penampungan mereka
yang menjadi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Pusat Kesejahteraan Sosial sendiri baru saja pindah kantor yang awalnya,
berada di Sindang Sirna dan sekarang pindah ke Derwati, Gedebage. Pusat
Kesejahteraan Sosial, baru resmi berpindah kantor pada bulan Juli 2018. Adanya
isu bahwa pusat pemerintahan :akan pindah ke kawasan Bandung Timur, seiring
dengan berjalannya pembangunan yang sedang berjalan di kawasan Bandung
Timur.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial memiliki permasalahan karena
adanya ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya. Dan

mereka tidak mampu melakukan fungsi sosial sebagaimana seorang individu

5 Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung. 2016. Pendataan Dinas
Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2016.

®Peraturan Daerah Walikota Bandung nomor 160 Tahun 2017 tentang Pencegahan,
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat



semestinya. Seperti, menjalin hubungan dengan individu lain dan lingkungannya.
Karena pada, hakekatnya masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang
mendapatkan perlindungan sosial dan pelayanan sosial dari negara. Berbading
terbalik dengan masyarakat yang tidak sejahtera mereka kurang mendapatkan
perlindungan sosial dan pelayanan sosial’, Rendahnya tingkat kesejahteraan sosial
mengakibatkan penyandang masalah kesejahteraan sosial itu muncul karena
ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Seperti yang di amanatkan oleh Undang-undang dasar 1945 pasal 34 ayat
1. Dimana bunyinya menjelaskan tentang bahwa Fakir Miskin dan anak anak yang
terlantar dipelihara oleh negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut
dijelaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
Maka sudah menjadi kewajiban negara untuk merawatnya.® Pada dasarnya
Pemerintah mempunyai andil untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar.
Sehingga memang sudah menjadi tugas dari pemerintah pusat dan pemerintah
daerah untuk memberikan suatu rehabilitasi sosial. Dimana di dalamnya terdapat
jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Sebagai perwujudan
pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan
dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

Penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan fenomena sosial
terutama didaerah perkotaan yang kadang dijadikan sebuah cerminan. Cermin

kemiskinan suatu daerah perkotaan dan kegagalan beradaptasi suatu

7 Fahrudin, A. Pengantar Kesejahteraan Sosial,. (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 2
8 Undang-undang Ayat 1 Tahun Tahun 1945 Tentang Anak Terlantar dan Fakir Miskin
Dipelihara Negara.



individu/kelompok. Adanya kegagalan kemampuan untuk beradaptasi terhadap
kehidupan dinamis kota besar. Munculnya para Penyandang masalah
kesejahteraan sosial ini disebabkan oleh pesatnya pertumbuhan kota dan tidak
meratanya pemerataan pembangunan yang merata®.

Secara yuridis pemerintah daerah bertanggung jawab dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 12
ayat 1 Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Urusan
pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana
dimaksud pasal 11 ayat 2 meliputi : Pendidikan, Kesehatan, Pkerjaan Umum dan
Penataan ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan pemukiman, Ketentraman,
Ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial.

Dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung wajib melaksanakan urusan
wajib pelayanan dasar termasuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Peraturan
daerah ini akan menjawab dan menjadi solusi dalam menangani masalah
kesejahteraan sosial di Kota Bandung. Yang sampai saat ini belum tertangani
dengan baik. Sehingga perlu adanya penanganan yang;baik; terhadap penyandang
masalah kesejahteraan sosial yang serius dari pemerintah pusat dan daerah.

Seiring terus bertambahnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan
sosial yang ditampung di panti rehabilitasi.l® Mengakibatkan semakin besar juga
peram pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Rehabilitasi

sendiri, menurut Pasal 1 ayat 22 KUHAP menjelaskan tentang program

% Sihombing, M. J, Kekerasan Terhadap Masyarakat Marjinal ,( Yogyakarta: Narasi, 2005),
h. 61.

10 Undang-undang No 23 Tahun 2014 Pasal 12 ayat 1 tentang Peran Pemerintah Daerah
dalam mengatur otonomi daerah.



Rehabilitasi adalah hak bagi seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya
dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

Rehabilitasi berusaha untuk memberikan hak kepada masyarakat. dengan
adanya tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan,
dituntut atau diadili tanpa alasan. Hal tersebut berdasarkan undang-undang atau
karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan menurut cara
yang diatur.

Solusi dalam permasalaham ini tentunya adalah bentuk pembinaan di
rehabilitasi sosial Dinas Sosial dan Penanggulangan kemiskinan Kota Bandung.
Hal ini khusus diberikan kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosial.
Di dalamnya terdapat berupa program yang sengaja dibuat untuk membangun rasa
ingin memperbaiki diri sendiri. Adanya perbaikan dalam hal fungsi sosial, potensi
dan menjalankan perannya sebagai seorang individu yang sesuai seperti
pemberian keterampilan berwirausaha.

Ketertarikan Penulis dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui
bagaimana peran pemerintah dalam imengatasi kemiskinan, pengangguran dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di kota Bandung. Sudah efektifkah
solusi yang diberikan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut. Atau
masih ada masalah lain, dalam hal ini apakah masih ada hal yang
melatarbelakangi masih belum efektifnya program yang dijalankan oleh
pemerintah. Untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran dan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial di kota Bandung ini. Peneliti memilih lokasi dan

daerah penelitian ini juga karena daerah tersebut merupakan kawasan Pusat



1.2
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Kesejahteraan Sosial. Dimana didalamnya terdapat penampungan mereka yang

menjadi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Dan adapun penelitian ini dilakukan karena dekat dengan tempat tinggal
peneliti, selain memudahkan dalam akses transportasi dan memudahkan pula
dalam mencari data dan informasi yang akan di dapatkan oleh peneliti.
Berdasarkan permasalahan dan fenomena yang telah penulis jabarkan di atas,
bahwasannya penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul
Konrtibusi Dinas Sosial Kota Bandung Dalam Mengatasi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial Di Kota Bandung (Penelitian tentang Efektfitas Program
Rehabilitasi Sosial Studi Kasus di Derwati Kelurahan Rancacili Kota Bandung)
Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas,
Permasalahan yang ingin diselesaikan adalah menyangkut efektifitas program
rehabilitasi yang diadakan oleh pihak Dinas Sosial dalam menanggulangi
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di kota Bandung. Maka yang
menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1.2.1  Ketidakmampuan seorang individu dalam memenuhi kebutuhan jasmani
dan rohaninya mengakibatkan seseorang menjadi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial

1.2.2 Tingkat kemiskinan yang tinggi mengakibatkan semakin tingginya

jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
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1.2.3  Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial akan ditampung dan diberikan
program pelatihan di Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota
Bandung

Rumusan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan penelitian ini dapat
disusun sebagai berikut:

1.3.1 Bagaimana fenomena Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota
Bandung ?.

1.3.2 Bagaimana mekanisme yang dijalankan dalam program Rehabilitasi
Sosial di Dinas Sosial dalam mengatasi tingkat Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung ?.

1.3.3 Apakah Faktor Penunjang dan faktor Penhambat dari program
Rehabilitasi sosial yang dijalankan oleh Dinas Sosial dalam
menanggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota
Bandung ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian diatas, maka tujuan penelitiannya adalah
sebagai berikut:

1.4.1  Untuk mengetahui tentang fenomena Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial di Kota Bandung.

1.4.2 Untuk mengetahui mekanisme yang dijalankan dalam program
Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial dalam mengatasi tingkat Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung
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1.4.3 Untuk mengetahui faktor penunjang dan faktor penghambat program
Rehabilitasi sosial yang diadakan oleh Dinas Sosial dalam
menanggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota
Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:
15.1  Kegunaan Teoritis
Secara teoritis ilmiah hasil penellitian ini diharapkan dapat
memberikan informasi bagi kemajuan ilmu pengetahuan sosial. Khususnya
mengenai efektivitas program Rehabilitasi yang diadakan oleh Dinas
Sosial dalam menanggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di
Kota Bandung
1.5.2  Kegunaan Praktis
Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadikan
masukan bagi seluruh komponen masyarakat beserta pemerintah tentang
tingkat efektivitas program Rehabilitasi yang diadakan oleh Dinas Sosial
dalam menanggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota
Bandung.
1.6 Kerangka Pemikiran
Penelitian ini disusun berasarkan teori-teori efektifitas, pemberdayaan
masyarakat dan kesejahteraan sosial. Menurut Robbins dalam buku Organisation
Theory: Structure, Design and Application yang diterjemahkan oleh Udaya,

menjelaskan bahwa efektivitas dapat didefenisikan sebagai tingkat pencapaian
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organisasi atau suatu program atas tujuan jangka pendek (tujuan) dan jangka
panjang (cara). Sedangkan Siagian, memberikan pengertian tentang efektivitas
berkaitan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan dan suatu program. Penyelesaian
pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Artinya apakah pelaksanaan
suatu tugas dinilai baik atau tidak, terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara
melaksanakanya, dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu®!,

Dengan demikian, dari beberapa defenisi efektifitas diatas. efektivitns
dapat pula diartikan sebagai sejauh mana tingkat pencapaian atas tujuan dari
pelakasanaan suatu pekerjaan atau sebuah program itu dilaksanakan. Tingkat
Pencapaian dalam hal ini dapat berupa sejauh mana keberhasilan atas pelaksanaan
suatu pekerjaan atau program tersebut dilakukan. Tingkat keberhasilan yang
didapat dari pelaksanaan suatu pekerjaan atau sebuah program dapat dikatakan
baik atau buruk. Jika hasil dari pelaksanaan suatu pekerjaan mendekati sasaran
yang telah ditentukan, maka tingkat efektivitas tinggi. Dan itu pun sebalknya, jika
hasil dari pelaksanaan suatu pekerjaan atau sebuah program itu menjauhi target
yang telah ditentukan, maka tingkat efektivitasnya rendah..'?

Setiap organisasi atau suatu program yang meliputi publik maupun privat
pasti memiliki tujuan organisasi yang menjadi pencapaian akhir didukung dengan
adanya visi dan misi sebagai alat pembantu untuk pencapaian tujuan dengan hasil
yang efektif dan efisien. Efektivitas sendiri berasal dari kata effective yang artinya

berhasil atau ditaati. Efektivitas pada dasarnya menekankan pada taraf pencapaian

1 Indrawijaya, Adam Ibrahim. Teori, Perilaku dan Budaya Organisasi. (Bandung : Refika
Aditama, 2010). h. 175-176.
12 1shandi, Rukminto Aji, Kesejahteraan Sosial. (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2013). h. 58
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hasil, sedangkan efisiensi lebih melihat bagaimana mencapai hasil yang dicapai
itu dengan membandingkan antara input dan outputnya.®3

Adapun dalam konteks ini, program rehabilitasi sosial yang dilaksanakan
oleh pemerintah melalui Dinas Sosial. Merupakan suatu elemen dari program
pemerintah yang menerjemahkan seluruh kebutuhan manajemen agar dapat
menjawab pertanyaan tentang bagaimana mengatasi tingginya tingkat penyandang
masalah kesejahteraan sosial di suatu kota. Program rehabilitasi sosial merupakan
sebuah solusi yang coba dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi
permasalahan penyandang masalah kesejaahteraan sosial. Efektivitas suatu
program rehabilitasi sosal dapat ditentukan oleh tingkat keberhasilan program
tersebut dalam mengurangi tingkat penyandang masalah kesejahteraan sosial di
suatu kota. Dan Program tersebut diharapkan mampu dan dapat memperdayakan
dan mengasah kemampuan mereka para penyandang masalah kesejahteraan sosial
dalam meningkatkan ketrampilannya.

Pemberdayaan masyarakat sendiri memiliki arti yang menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia tahun 1995. Pemberdayaan secara etimologis berasal dari
kata daya yang berarti kemampuan untuk berindak. Mendapat awalan ber-
menjadi 'berdaya’ artinya berkekuatan, berkemampuan, bertenaga, memiliki akal
(cara dan sebagainya). Untuk mengatasi dan menyelesaikan suatu permasalahan
tertentu. Zubaedi mendefenisikan pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk

membangun kemampuan masyarakat. dengan mendorong, memotivasi,

13 Isbandi, Rukminto Aji, Kesejahteraan Sosial. (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2013). h. 59
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mendorong kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk
mengembangkan potensi itu menjadi tindakan yang nyata.'*

Lain halnya pemberdayaan masyarakat menurut Soeharto Edi. dimana
pemberdayan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok yang
rentan dan lemah dengan mereka yang mendukung kemampuan atau kemampuan
dalam:

1. Memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga memiliki kebebasan
(freedom), dalam arti bukan saja mengemukakan pendapat, melainkan
bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.

2 Menjangkau sumber sumber produktif yang memungkinkan mereka
dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang
dan jas-jasa yang mereka perlukan.

3 Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan
yang mempengaruhi mereka.®

Dengan demikian berdasarkan beberapa defenisi pemberdayaan
masyarakat diatas, pemberdayaan masyarakat dapat; pula diartikan sebagai
kemampuan individu, kelompok, ataupun komunitas di masyarakat untuk
mengatasi sesuatu dengan cara mendorong, memotivasi, atau membangkitkan
kesadaran akan potensi yang dimilikinya agar dapat memenuhi kebutuhan dasar,
meningkatkan pendapatannya, serta berpartisipasi dalam prosese pembangunan.

Sehingga individu, kelompok ataupun komunitas di masyarakat tersebut dengan

14 Zubaedi, Pengembangan Masyarakat: Wacana dab Praktik. ( Jakarta: Kencana, 2013), h.
24.

15 Suharto, Edi. Membangun Masyarakat Memperdayakan Rakyat: Kajian Strategs
Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan sosial. (Bandung : Alfabeta, 2010), h. 57
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kemampuannya dapat melepaskan diri dari perangkap kemisikinan dan
keterbelakangan.®

Adapun Program-program pemberdayaan masyarakat yang dicanangkan
oleh pihak dinas sosial tersebut harus melalui proses terlebih dahulu. Dimana di
dalamnya terdapat peningkatan kreativitas dan ketrampilan mereka para
penyandang masalah kesejaheraan sosial. Para pegawai dituntut dapat
mempertanggungjawabkan pekerjaannya dalam melaksanakan sebuah program,
sehingga dapat meningkatkan dan memperbaiki kemampuan mereka para
penyandang masalah kesejahteraan sosial. Adapun diharapkan akan ada proses
yang dihasilkan dengan efisien.

Dalam upayanya memberdayakan masyarakat, perlu ada hubungan saling
membutuhkan atau terkait dengan strukturalisme yang terjadi di antara para
pegawai dinas sosial dengan para penyandang masalah kesejahteraan sosial.
Pertukaran Strukturalisme sendiri menurut Blau, orang saling tertarik karena
berbagai alasan yang membujuk untuk membangun kelompok sosial segera
setelah ikatan awal, hadiah yang saling: membantu, mereka akan membantu
mempublikasikan dan meningkatkan ikatan. Situasi sebaliknya pun mungkin
terjadi karena hadiah tak mencukupi. ikatan kelompok dapat rusak atau bahkan
hancur. Orang yang terlibat dalam ikatan kelompok selalu dapat memberikan
hadiah penuh. Jika ada perbedaan dalam transisi hadiah, maka akan timbul

perbedaan kewenangan dalam grup?’

16 Jamaluddin, Adon Nasrullah, Sosiologi pedesaan ,(Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 249.

17 Ritzer George dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik
Sampai Perekembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern, (Yogyakarta:Kreasi Wacana,
2009), h. 369
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Dengan begitu, tujuan diberlakukannya suatu proses pemberdayaan sosial
oleh dinas sosial terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah
untuk dapat meningkatkan kreatifitas dan tentunya untuk meningkatkan
kesejahteraan sosial. Mengambil jika pemberdayaan masyarakat, dapat
meningkatkan atau menghasilkan kesejahteraan sosial. Dalam hal ini,
kesejahteraan sendiri dari kata "sejakhtera”. Sejahtera ini mengandung pengertian
dari bahasa yunani yaitu “Catern” yang berarti Payung. Dalam konteks ini,
kesejahteraan yang terkandung dalam arti "vatera” (payung) adalah orang yang
sejahtera yaitu orang yang hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan,
ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman, tenteram, baik lahir
maupun batin.

Sedangkan sosial berasal dari kata "socius™ yang berarti kawan, teman.
Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana orang dapat
memenuhi kebutuhannya dan dapat berelasi dengan lingkungannya secara baik.
Kesejahteraan sosial diartikan pula oleh Friedlander sebagai sistem yang
terorganisasi dari pelayanan-pelayanan : social. Dan .institusi-institusi yang
dirancang untuk mernbantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna
mencapai standar hidup. Dan dirancang untuk agar mendapatkan kesehatan yang
memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka
dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan
kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

Dalam hal ini, kesejahteraan dapat dicapai melalui bantuan dari pelayanan-

pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang memungkinkan masyarakat untuk
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mengembangkan kemampuannya agar terpenuhi kebutuhan keluarga sesuai
dengan standar hidup di masyarakat. Melalui penjelasan di atas, dapat
disimpulkan jika pemberdayaan masyarakat melalui Program rehabilitasi dinas
sosial kota Bandung dapat membantu mereka para penyandang masalah
kesejahteraan sosial. Adapun tujuan akhirnya adalah berusaha untuk
mensinergikan pemberdayaan masyarakat yang berdampak pada kesejahteraan
sosial dan ckonomi para penyandang masalah kesejahteraan sosial.*®

Melalui program rehabilitasi sosial, para pekerja sosial dapat memotivasi
para penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk menunjukan sendiri keahlian
yang dimilikinya. keahlian tersebut diharapkan guna untuk meningkatkan taraf
hidup yang lebih baik, yakni kesejahteraan sosial dan ekonomi. Dengan demikian,
melalui Program rehabilitasi sosial sangat bermanfaat pada pemberdayaan para
penyandang masalah kesejahteraan sosial serta dampaknya terhadap kesejahteraan
sosial dan ekonomi mereka sendiri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam

gambar kerangka konseptual sebagai berikut

18 Fahrudin, A , Pengantar Kesejahteraan Sosial, (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 8-9
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Skema Konseptual Kerangaka Pemikiran
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